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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

KEPUTUS$I KOMISI PEMILIHAN UM['M

KABUPATEN BLORA

NOMOR : 49 /Kpts/KPU-Kab-012329367nUs

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAII SUARA

PEMILIHAN BUPATI DAI\I WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat

(3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor Z4l,Tarbahan Lembaran Negara Republik lndonesia

. Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor l0 Tahun 2015 tentang Pemungutan

dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf 4 dan huruf b diatas, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang

Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tatrun 2015.
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tatrun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daeratr Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2008 Nomor 2,

Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 20l l tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

2 Tatrun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambatran Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20ll tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 20ll Nomor 101, Tambatran Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tatrun 2013 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244,

Tambatran Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e);

8. Undang-Undang Nomor I Tatrun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintatr Pengganti Undang-Undang Nomor I

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a57 8);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota;

I l. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tatrun 2012,

Nomor ll Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentatg Kode

Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008

tentang Tata, Kerja Komisi Pemilihan Lfmum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/I(ota sebagaimana diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 05 Tahun 2008 tentangTata Kerja Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 2l Tahun 2008 dan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/I(ota sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tatrun 2008 tentang

Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan lJmum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur
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dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tatrun 2015 Nomor 565);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan LJmum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/I(ota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota

dan/atau Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 566);

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015

tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, danlatau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567);

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor 721).

l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor: l6lKpts/I(PU-Kab-01232936712015 Tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor: 40/Kpts/KPU-Kab-01232936712015 tentang

Penetapan Syarat perolehan kursi dan suara sah bagi partai

politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon

Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2015;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor: 4liKptsll(PU-Kab-01232936712015 tentang

Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan bagi Pasangan

Calon Perseorangan peserta pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tatrun 2015;

I

Memperhatikan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BLORA
Hukum

4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

tanggal 29 Juni 2015.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BLORA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN

DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BTIPATI DAN

WAKIL BUPATI BLORA TAIIUN 2015

Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015, sebagaimana tercantum

dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

Jenis Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam

lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29lui11 2A15

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ARIFIN
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Lampiran I
KEPUTUS$I KOIVIISI PEMILIHAN TJMT'M
KABUPATEN BLORA NOMOR : 49 /Kpts/KPU-
Kab-012329492D015 TENTAIYG PEDOMAN TEKMS
PEMT]NGUTAI\I DAI\I PENGHITI]NGAII SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BI]PATI
BLORA TAHT]N 2015

PEDOMAN TEKNIS PEMI]NGUTAI\I DAN PENGIIITT]NGAI\I SUARA PEIVIILIHAN
BI]PATI DAI\[ WAKIL BI]PATI BLORA TAHUN 2015

BAB I
PENDAHT]LUAI\t

A. PENDAHT]LUAI{

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88

ayat (2), Undang.Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang'Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora perlu menetapkan Keputusan

Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.

Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2015 sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Blora, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompk

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kabupaten Blora dalam menyelenggarakan

tatrapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta pihak-

pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan.

Ditctapkannya kcputusan tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan

Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 ini dengan tujuan antara lain:

l. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilihan agar bisa menjalankan tugas,

kewajiban dan wewenangnya dengan baik;

2. Untuk menjadi pedoman bag penyelenggara pemilihan khususnya KPPS dalam

melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

3. Untuk menjadi pedoman bagr para pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora selanjutnya disebut Pemilihan, adalatt

plaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Blora untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati

Tatrun 2015 secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjufirya disebut Pemilu atau Pemilihan

Terakhir, adalatr Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden arau Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, addah lembaga penyelenggara

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam

mdang-undang penyelenggara pemithan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

4. Komisi Pemiliban Umum Ptovinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut I(PU Provinsi.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blor4 selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah

lembaga p€nyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalarn undang-turdang

penyelenggara pemilihan umurn yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Perrilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibenhrk

oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh

KPU Kabupaten unhrk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, addah kelompok

yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan p€mungutan suara di Tempat Pemungutan

Suara-

9. Tempat Pemrmgutan Suara" selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya

pemungutan suara untuk Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lernbaga

penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan

umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang

diberikan tugas dan wewefimg dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

ll. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutrya discbut Bawaslu

Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengeh sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang

diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Blora" selarrjutrya disebut Panwas Kabupateq

adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas unhrk mengawasi

penyelaggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Blora

13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan,selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah

panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupat€n Blora yang bertugas untuk mengawasi

penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.

:
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14. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat ppl-, adalah petugas yang dib€ntuk

oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa /Kelurahan.

15. Pengawas Tempat Pemungutatr Suara, selanjutnya disebut Pengawas TpS, adalah petugas

yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.

16. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakya! Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

terakhir.

17. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah

memenuhi syarat dan ditctapkan sebagai peserta Pcmilihan.

18. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau

sudah/pemah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di

Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh Aheditasi dari KPU Kabupaten untuk

melakukan pemantauan Pemilihan.

20. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah

memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan pemilihan.

21. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara

mencoblos pada nomor urut, namA atau foto Pasangan Calon.

22. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS unhrk menentukan

suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat

Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.

23. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat suret

mandat ternrlis dari Pasangan Calon/tim kampanye unhrk menyaksikan pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitugan Suara di TPS.

24. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pcmungutan Suara yang berbcntuk

lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan

suara pada Pemilihan yang memuat foto,nama, dan nomor Pasangan Calon.

25. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih hasil pemutakhir.rn

Daftar Pemilih Sementara.

26. Daftar Pemilih Tetap Tambahan l, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih

yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengurnuman DPT.

27. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjuftya disingkat DPTb.2, adalah daftar Pemilih yang tidak

terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-l namrm memenuhi syarat yang dilayani

penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Paspor, atau identitas lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

28. Identitas lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang

mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayaoan

jdih.kpu.go.id/jateng/blora
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pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh kelurahan/desa

atau oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kependudukaq meliputi Resi atau surat

Keterangan Domisili Tempat Tinggal.

29. Daftax Pemilih Pindahaq selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi pemilih

yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb- I yang karena keadaan tertentu tidak

memberikan suara di TPS yang benangkutan, dan berpindah menggunakan hak pilihnya di

TPS lain.

30. Hari adalah hari kalcnder.

D. DASARIII,JKTJM

Dalam penyusuan keputusan ini, Komisi Pemipilhan Umum (KPII) Kabupaten

berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 42);

C. PRINSIP PEI\TYELENGGARAAI\I PEMILIHAN

Dalam melaksanakan rtapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, penyelenggara

Pemilihan harus berpedoman pada prfuuipprinsip yaitu :

l. Langsung;

2. Umum;

3. Bebas;

4. Rahasia;

5. Jujur;

6. Adil;

7. Efektif;

8. Efisien;

9. Mandiri;

10. Kepastian Hukum;

I l. Tertib;

12. Kcpcntingan Umum;

13. Keterbukaan;

14. Proporsionalitas;

15. Profesionalitas;

16. Akuntabilitas;

17. Aksesibilitas.

jdih.kpu.go.id/jateng/blora
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3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 480 I )

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20ll tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20ll Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (I*mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indoncsia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20l l tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (kmbaran

Negara Republik I:ndonesia Tahun 20ll Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan;

7. Undang.Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I

Tahun 2015 tentang Penetapan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang"Undang

(Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5678);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perub"han Kedua Atas Undang"Undang Nomor

23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahrm 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

10. Perahran Menteri Dalam Negeri Nomor zl4 Tahun 2015 Tcntang Pcngelolaan Dana Kegiatan

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota;

11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor ll Tahun 2012,

Nomor I Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tenung Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/trfuta sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 0l Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05

Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2l

Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekr,etariat Komisi Pemilihan Umum

I
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Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telatr diubatr
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22Tahwr2008 tentang perubatran peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/ Kota;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tatrun 2015 tentang Tahapan, prograrn dan

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor 565);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi pcmilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/I(ota, serta

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecarnatan, Panitia Pemungutan Suara,

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 566);

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan

Daftff Pemilih dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

567);

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor l0 Tahun 2015 tentang pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor

721).

BAB II
PELAKSANAAN DAI\I FORMULIR PEMT]NGUTAII SUARA

A. PELAKSANAAIY

1. Hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS ditetapkansecaraserentakolehKpU.

2. Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sarnpai dengan pukul 13.00

waktu setempat.

3. KPU Kabupaten menetapkan hari Pemungutan Suara dengan Keputusan KPU Kabupaten

4. Keputusan KPU Kabupaten disampaikan kepada Bupati untuk menetapkan hari dan tanggal

pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai hari libur.

5. Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari 66 tanggal yang sama dengan pelaksanaan

pemungutan suara di TPS.

6. Penghitungan Strara dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya

walsu pelaksanaau pemuqgutan $lara di TPS.

F
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B. FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA

l. Formulir yang digunakan dalarn pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS,

terdiri dari fonrrulir-formulir:

a. Model C-KWK sebagai BeritaAcara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

b. Model CI-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan

Perolehan Suara di TPS;

c. lampiran Model CI-KWK berholograrn merupakan catatan hasil penghitungan

perolehan suara satr;

d. Model CI-KWK Plano berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan

suara di TPS;

e. Model C2-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalarn

pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

f. Model C3-KWK merupakan surat pernyataan pendarnping Pemilih;

g. Model C4-KWK merupakan surat pengantar penyampaian berita acara Pemungutan

Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;

h. Model C5-KWK merupakan tanda terima penyampaian Berita Acara Pemungutan dan

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan

PPL;

i. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitatruan Pemungutan Suara kepada Pemilih;

j. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;

k. Model A.3.KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;

l. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;

m. Model A.5-KWK merupakan surat keterangan pindah memilih di TPS lain;

n. Model A.TbI-KWK untuk mencatat nama-nilma Pemilih yang terdaftar dalam Daftar

Pcmilih Tetap Tambatran;

o. Model A.Tb2-KWK untuk mencatat nama-rulma pemilih yang menggunakan hak

pilihnya dengan menggrrnakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarg4 Paspor,

dan/atau Identitas Lain.

2. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka I tercantum dalam Lampiran II Keputusan

ini yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III
PEMILIH

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah:

a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);

b. Pemilih yang tedaftar dalam DPTb-l di TPS yang bersangkutan (Model A.TbI-KWK);

c. Pemilih yang telatr terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK);

L
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d. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan Dprb-l yang menggunakan hak pilihnya

pada hari dan tanggal Pemungutan Suara ,tan didaftar dalam DpTb-2 (Model A.Tb2-

KwK).

2. Pemilih yang terdaftr dalam DPT mernberikm srararya di TPS errya Pernith terdaftar dalm DPT,

dengm merudukkan formulir Model CG KWIC

3. Pendlih yang tedaftar dalam DPTb-l adalatr Punilih yang tidak terdaflar dalan DPT yzng didaftarkar

paling lanbd 7 (tujuh) had selah pengwnurm DPT dan dicdd pada fffinulir Model ATbl -KI/K
4. Pernilih yang terrdafta dalfln DPIbI sebagaimma dinraksrd pada argka 3, memberikan srrmya di

TPS t€n@ Pemith terdak.lalam DPTbl, dengan nurqiukkan formulh Model CG KWIC

5. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat

menggunakan haknya unhrk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan

memberikan suara di TPS lain.

6. Keadaan t€rtentu sebagaimana dimaksud pada angka 5 meliputi:

a menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara;

b. mcnjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan kcluarga yang

mendampingi;

c. mcnjadi tahanan di rumah tahanan atau lcmbaga perrrasyarakatan;

d. tugas belajar;

e. tertimpa bencana alrm;

f. pindah domisili; dan

g. tertimpa bencana alam.

7. Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada angka 5,

Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A5- KWK dengan

menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS

asal dan melaporkan pada PPS tujuar paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal

Pemungutan Suara.

8. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada an.gka 7,

Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan formulir Model AS-KWK

paling lambat l0 (sepuluh) hari sebelum Pemungutan Suara-

9. PPS atau KPU Kabupaten meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau

DPTb- I sebagaimana dimaksud angka 7 dan 8.

10. Apabila Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT atau DPTb-I, PPS atau KPU Kabupaten

mcnandai dan mencatat pindah memilih pada kolom kcterangan formulir DPT atau DPTb-l

dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan fomtulir Model A5-

KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kcdua

sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten.

I l. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan 8 diberi informasi waktu dan tempat

Pemrmgutan Suara oleh PPS.

jdih.kpu.go.id/jateng/blora
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

22

23.

20.

21.

Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada pps tempat pemilih akan

memberikan suar:rnya sebagaimana dimaksud argka 7, tetapi yang bersangkutan telah

memiliki formulir Model A5-KWK dari PPs asal arau KpU KabupaGn" pemilih yang

bersangkutan dapat memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara di rps
tujuan.

KPU Kabupaten atau PPS mengatur keseimbangan jumlah pemilih sebagaimana dimaksud

pada angka 5 untuk memberikan suara di TPS tlalam wilayah kerja ppS dengan

mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.

Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 dicatat oleh anggota I(ppS keempat atau Kpps

kelima pada salinan DPPh (Model A4-KWK) dengan cara menambahkan nama pemilih

pada nomor urut berikuhya dalam salinan DPPh tersebut.

Pemilih sebagaimana dimaksud angka 12 diberi kesempatan unhrk memberikan suara

di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT .tan DPTLI menggunakan hak pilihnya dengan

ketentuan:

a mentrnjukkan Kartu Tanda Penduduk, Karhr Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain

kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara;

b. didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK.

Hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 16 hanya dapat digunakan di TPS yang berada

di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduh Kartu Keluarg4

Paspor, atau Identitas Lain.

Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 16 dilahkan I (satu) jam sebelum

selesainya Pemungutan Suara di TPS.

Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6- KWtri, Pemilih menunjukken Kartu

Tanda Penduduk, IGrtu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.

Jurnlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang

Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memperhatikaa kondisi

geografis, tingkat penyebaran penduduk, dan sarana/prasarana transportasi daerah yang

bersangkutan.

Penyesuaian junlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud an$a, 21,

dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari

dan tanggal yang sama.

Junlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 20, termasuk Pemilih yang terdaftar

dalam DPTb-I.

t
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BAB TV

PEMI]NGUTAI\I SUARA

A. KEGIATAN PERSIAPAI\I

l- Pengumuman dan Penyampaian pemberitahuan pemungutan Suara

a. Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan

Suarq serta rurma TPS kepada Pemilih di wilayah kerjany4 paling lambat 5

(ima) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

b. Pemunguman hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara di TPS dilakukan menurut

tatacaru yang lazim digunakan di desa atau /kelurahan yang bersangkutan.

c. Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang

terdaftar dalam DPT dan DPTb-I, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari

sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

d. Dalam formulir Model C6-KWK, harus disebutkan adanya kemudahan bagi

penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.

e. Pemilih menandatangani tandaterimapenyerahanformulir Model C6-KWK.

f. Dalam hat Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya Ketua KPPS dapat

menyampaikan formulir Model C6- KWK kepada keluarganya atau Kehra RT

setempat dan diminta untuk menandatangani tanda terima.

g. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara, terdapat

Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang

bersangkutan dapat meminta forrrulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS

paling lambat I (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan

menunjukkan Kartu Tanda Penduduh Kartu Keluarg4 Paspor atau Identitas [,ain.

h. Dalam hal formutir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang,

Pemilih menggunakan hak pilih pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan

menunjukkan Kartu Tanda Pendudulg Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.

i. Ketua KPPS meneliti rurma Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam

DPT dan DPTb-1, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Karhl

Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.

j. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimalsud huruf i, nama Pemilih

terdaftar dalam DPT dan DPTb-I, Ketua KPPS memberikan forrrulir Model C6-

KWK kepada Pemilih.

k. Apabila sampai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara terdapat Pemilih

yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-l belum menerima formulir Model C6-KWK

Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjtrkkan

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarg4 Paspor atau Identitas Lain.

t
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l. Anggota KPPS keempat atau Anggota KPPS kelima meneliti nama Pemilih

sebagaimana dimaksud pada huruf k pada DPT dan DPTb-I, dan mencocokkan

dengan Karnr Tanda Pendudulq Kartu Keluarg4 Paspor atau Identitas Lain.

m. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf I, nama Pemilih

terdaftar dalam DPT dan DPTb-.I, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan

hak pilihnya.

n. Dalam hal sampai dengan I (satu) hari sebelum Pemungutan Suara terdapat

formulir Model C6-KWK yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemili\

Ketua KPPS wajib mengembaJikan formulir Model C6-KWK kepada PPS.

2. Penyiapan TPS

a. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menlapkan lokasi dan pembuatan TPS.

b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat di tempat yang mudah drjangkan"

termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat

memhrikan suaranya secara langsung, umu4 bebas dan rahasia.

c. Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah selesai paling

lambat I (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

d. Dalarr pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a KPPS dapat bekerja

sama dengan masyarakat.

e. TPS sebagaimana dimaksud huruf a dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10

(sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi

seGmpat.

f. TPS sebagaimana dimaksud huruf a diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau

tambang atau bahan lain.

g. Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud huruf a harus dapat menjamin

akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda

h. TPS sebagaimana dimaksud huruf a dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang

tertutup, dengan ketentuan:

l) apabila di ruang terbuk, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota I(PPS,

Pemililu dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujarL

dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat

memhrikan suara di bilik suara;

2) apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan

rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan kedudukan Pemilih

membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara

i. Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimrna

dimaksud huruf h angka 2), dilakukan dalam keadaan kurang penerangarl perlu

ditambah alat penerangan yang cukup.

j. TPS sebagaimana dimaksud huufa dilengkapi dengan sarana dan prasafiuur:

t
i
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l) ruangan atau tend^q

2) alat pembatas;

3) papan pengumuman untrrk menempel daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan

program serta biodata singkat Pasangan Calon, salinan DPT, dan salinan

DPTb-I;

4) papan atau tempat untuk menempel formulir Model CI-KWK dan

I ampirannya;

5) tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;

6) meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;

7) tempat duduk Pemilib Saksi, PPl/Pengawas TPS dan Pemantau Pemilihan;

dan

8) alat penerangan yang cukup.

k. TPS sebagaimana dimaksud huruf a dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung

sekolah, balai pertemuan masyarakal ruangar/gedung tempat pendidikan lainnya,

gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah terrnasuk halamannya-

l. Pembuatan TPS di tempattempat sebagaimana dimaksud huruf lq terlebih dahulu

harus mendapat izin dari pengurudpimpinan ,tau pihak yang berwenang alas

gedung/kantor tenebtrt.

m. TPS sebagaimana dimaksud huruf k dilarang dibuat di ilalam ruangan tempat ibadah.

n. TPS harus bebas dari atribut Pasangan Calon atau Partai Politik dalam radius 200

meter .

o. KPPS menyiapkan dan mengatur:

l) ternpat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh

lima) oraog, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;

2) meja dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota

KPPS Ketiga;

3) meja dan tenpat duduk Anggota KPPS Keempat dan KPPS kelima, di dekat

pintu masuk T?S;

4) tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;

5) tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;

6) tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PP[./Pengawas TPS yang

ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di

luar TPS;

7) meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar

TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua

KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;

8) meja kotak suara tidak terlalu tinggi sshingga kotak suara bisa dicapai oleh

umumnya Pemilib termasuk Pemilih yang menggunakan kursi rodq
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9) bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua

KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar

TPS paling kurang I (satu) meter;

10) meja tempat bilik suara, perlu mempunyai kolong yang ctrkup sehingga

Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;

ll) papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara

ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:

a) salinan daftar Pasangan Calon;

b) visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon; dan

c) Salinan DPT dan DPTb-t

12) papan sebagaimana dimaksud pada angka 11) pada saat Penghitungan

Suara digunakan untuk memasang sertifikat hasil dan rincian penghitungan

perolehan suara di TPS ukuran plano;

13) papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;

14) tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.

p. Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud huruf o kurang dan T

(tujuh) orang, tugas dan tempat duduk KetuaKPPS dan masing-masing Anggota

KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

3. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta

dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat I (satu)

hari sebelum hari dan t.lnggal Pemungutan Suara.

b. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud hunrf a

terdiri atas:

l) kotak sruua;

2) SuratSuara;

3) tinta;

4) bilikPemungutan Suara;

5) segel;

6) alat untuk memberi tanda pilihan; dan

7) TPS.

c. Drkungan perlengkapan lainnya terdiri atas:

l) sampul kertas;

2) tandapengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi;

3) karet pengikat Surat Suara;

4) lem/perekat

5) kantong plastik;

6) batlpoint;

I

a

L
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7) gembok;

8) spidol;

9) formulir dan sertifikat;

l0) stiker nomor kotak suara;

I I ) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;

l2) alat bantu tuna netra; dan

13) daftar Pasangan Calon, visi, misi dan biodata pasangan Calon; dan

14) Salinan DPT dan DPTb-1.

d. Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, sudah

diterima oleh KPPS dari PPs paling larnbat I (satu) hari sebelum hari dan tanggal

Pemungutan Suara

e. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan

perlengkapan Pemungutan dan Penghitmgan Suara di TpS.

f. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada

huruf b angka 2), angka 3), angka 5) dan angka 6) serta dukungan perlengkapan lainnya

sebagaimana dimaksud pada huruf c, angka l), angka 3), angka 4), angka 5), angka 6),

angka 8) , angka 9), angka I l), angka 12) dan angka 13) dimasukkan dalam kotak suara

g. Jenis dan jumlah perlengkapan Pernungutan dan penghitungan Suara di TpS

sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri atas:

1) Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DpT dan Surat

Suara Cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima penen) dari jumlah pemilih

yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;

2) tiotapaling banyak 2 (dua) botol;

3) sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan

sarrpul kertas kosong;

4) segel sebanyak 19 (sembilas belas) buah;

5) kotak suara sebanyak I (satu) buah ;

6) bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah;

7) alal untuk memberi tanda pilihan sebanyak I (satu) set pada setiap bilik

Pemungutan Suara, yang berupa pakq bantalan/alas coblos, tali pengikat alat

coblos dan meja-

h. Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimsna dimaksud huruf g angka l) menghasilkan

angka pecahan, maka hitungannya dibularkan ke atas.

i. Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam hgnrfc angka 1), terdiri atas:

l) sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten kepada KPPS melalui PPK dan

PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan

2) Sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Ikbupaten dan PPK melalui

PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
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j. Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten kepada KPPS m elalui ppK dan
ppg 56legaimana dimaksud pada huruf i angka l) terdiri dari :

l) sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara dan Suarat Suara

cadangan;

2) sampul kertas kosong yang akan digtmakan setelah Pemungutan dan Penghitungan

Suar4 masing-ma5i ng untuk memuat:

a) Suat Suara sah;

b) Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru

dicoblos;

c) Surat Suara yang tidak sah;

d) Surat Suara yang tidak digunakan;

e) formulir Model C-KWK Model CI-KWK berhologram dan lampiran

Model CI-KWK berhologram, serta salinan Model C-KW& Model Cl-
KWK dan lampiran Model CI-KWK;

0 Salinan daftar Pemilih dalam formulir Model A.3-KWK, Model A.Tbl-KWIq

Model A.4-KWK dan Model A.Tb2-KWK

g) kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara.

k. Penggunaan sampul kertas dimaksud huruf i ditentukan sebagai berikut:

1) sampul kertas sebagaimana dimaksud pada pada huruf i angka l) setelah

dibuka tidak boleh digrmakan lagi oleh KPPS;

2) sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya

sebagaimana dimaksud pada huruf j ar.*a 2) ditandatangani oleh Ketua dan

Anggota KPPS, disegel, serta disampaikan kepada PPK meldui PPS.

l. Sampul kertas kosong sebagaimana dimaksud huruf k angka 2) ytng memuat

keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2) huruf a, b, c, d, e,

dan g disampaikan kepada PPK melalui PPS dalam keadaan disegel.

m. Segel sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 5), digunakan mtuk menyegel :

l) masing-masing sampul yang memuat:

a) formulir Model C-KWK Model CI-KWK berhologram dan lampiran Model Cl-

KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK Model CI-KWK dan lampiran

ModelCI-KWK;

b) Strat Suara sah;

c) Surat Suara yang nrsak dan/atau keliru diberi tanda coblos;

d) Surat Suara tidak sah;

e) Surat Suara tidakdigunakan; dan

D tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPS dan

nama PPS;

2) lubang kotak suara; dan

3) gembok kotak suara-

L

L

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



t

t6

n. Jumlatr segel sebagaimana dimaksud huruf m ditambah sebanyak 3 (tiga) lembm

sebagai cadangan.

o. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalarn angka 3 huruf c

meliputi:

l) tanda pengenal digunakan untuk :

a) KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;

b) Saksi sebanyakdiperlukary dan

c) Petugas yang menjaga ketenteraman" ketertiban dan keamanan TPS.

2) karet pengikat Surat Suara sebanyak 40 (empat puluh) buatl, termasuk cadangan

sebanyak 20 (dua puluh) buah untuk mengikat Surat Suara;

3) lern/perekat sebanyak I (satu) botoUtube;

4) kantong plastik besar sebanyak 2 (dua) buah dan kecil sebanyak I ( satu ) buah;

5) ballpoinl sebanyak 5 (ima) buah;

6) gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak swra

yang diperlukan;

7) spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model CI-KWK

Plano dan mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak 4

(empat) buah.

8) tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPS,

yaitu berupa benang kasur sebanyak I (satu) rol untuk setiap TPS.

p. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 13 berupa

salinan daftff Pasangan Calon, visi, misi dan biodata Pasangan Calon sebanyak I (satu)

set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.

q. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana hurf c angka 14 berupa salinan DPT dan

DPTb-l untuk tiap TPS, masing-masing untuk:

l) ditempel pada papan pengumuman, sebanyak I (satu) rangkap;

2) bahan KPPS untuk memeriksa ffrma Pemilih yang memberikan suarq sebanyak I
(satu) rangkap;

3) disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan

4) disampaikan kepada PPllPengawas TPS, sebanyak I (satu) rangkap.

4. Pembagian Tugas KPPS

a. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai:

l) tatacarapelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

2) pembagian tugas Anggota KPPS.

b. Penjelasan sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a dilaksanakan paling lambat I
(satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

c. Pembagian tugas Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 sebagai

berikut:
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l) Ketua KPPS sebagai Anggota KppS pertama memprmyai tugas memimpin
rapat Pemungutan dan penghitungan Suar4 serta memberikan penjelasan

mengenai tarl cara pemberian suara;

2) Anggota I(PPS Kedua dan Kpps Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua
KPPS di meja Ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta lampirannya dan
memisahkan surat pernberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atautugas lain
yang diberikan oleh Ketua KppS;

3) Anggota KPPS Keempat dan Kpps Kelim4 bertempat di dekat pintu masuk

TPS, mempunyai tugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TpS,
dengan cara:

a) memeriksa kesesuaian antara nama pemilih dalam formulir Model c6-
KWK dengan nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DpT dan DpTb-
1, forrnulir Model A.S-KWK dengan s6l11sn Dpph, dan memberi tanda

pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DpT, DpTb_l atau Dpph;
b) memeriksa kesesuaian antara fomrulir Model A.5-KWK dengan Kartu

Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Identitas Lain bagi pemilih Dpph
yang tidak sempat melapor kepada PPS tuj""n;

c) menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada formulir Model C6_

KWK dan fomtulir Model A.S-KWK dan mencatat nama pemilih dalam

daftar hadir dengan menggunakan fomrulir Model C7-KWK;

d) memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;

e) mencatat identitas Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bab III angka I

huruf d yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduh Kartu Keluargq Paspor

atau Identitas Lain, ke dalam formult Model A.Tb2-KWK.

f) Memeriksa dan mencocokkan nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam

BAB III angka 16, dalam DPT atau DPTb-l;

g) Mencatat pengguuan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model

C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb-l atau DPTb-2

atau DPPh;

h) Dalam hal Pernilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar

Pemilih sebagaimana dimaksud huruf g), petugas melengkapi pada kolom

keterangan daftar hadir fonnulir Model C7-KWK.

4) Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak strara bertugas mengatur

Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;

5) Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai

tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda

khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang

bersangkutan telah memberikan hak pilihnya
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d. Dalam hal Ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara' Anggota

KPPS memilih salah satu Anggota KPPS sebagai Ketua KPPS.

e. Dalam hal terdapat Anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara'

sehingga jumlah Anggota I(PPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas

masing-masing Anggota KPPS ditetaPkan oleh Ketua KPPS.

f. KPPS dibantu 2 (dua ) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga

ketenteramaru ketertiban dan keamanan di TPS.

g. Dalam melaksanakan tugasny4 petugas ketertiban TPS berada di depan pintu masuk

TPS dan di depan pintu keluar TPS'

h. PPS mengajukan usulan kebuhrhan petugas ketertiban yang bertugas meqiaga

ketentramarl ketertiban dan keamanan per'I"S kepada PPK'

i. pPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud huruf h kepada KPU Kabupaten.

j. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban

per I-PS di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud huruf i kepada Bupati

Blora

k. KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban dari Bupati Blora kepada

PPS untuk ditetapkan sebagai petugas ketertiban dengan keputusan PPS'

B. KEGIATAITT Pf,LAKSANAAN

l. Kegiatan Sebelum Rapat Pemrmgutan Suara

Sebelum rapat Pemungutan Suara Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, dan Saksi

yang hadir melaksanakan kegiatan:

a memeriksa TPS dan perlengkapamya;

b. memasang salinan DPT, DPTb-l dan daftar Pasangan calon di tempat yang sudah

ditentukan;

c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan adminisrasinya

di depan meja Ketua KPPS;

d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah

disediakan;

e. menerima surat mandat dari Saksi;

f. memberikan salinan DPT dan DPTb-'l kepada Saksi dan PPl"/Pengawas TPS'

2. Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

a. Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari dan tanggal Pemungutan

Suara;

b. Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dimulai pada pukul

07.00 waktu setempat;

c. Saksi yang hadir pada rapat Pemungrdan Strara dilarang mengenakan atau membawa

arribut yang memuat nomor, nama foto Pasangan Calon dan simboVgambar Partai
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Politik dan wajib membawa surat tugaVmandat tertulis dari Pasangan Calon/Tim

Kampanye;

d. Jumlah saksi sebagaimana dimaksud huruf c paling banyak 2 (dua)

orang untuk setiap Pasangan Calon;

e. Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud huruf b Saksi atau Pemilih belum

hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi atau Pemilih

paling lama 30 (tiga puluh) menit;

f. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf e

Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan

dengan Pemungutan Suara.

g. Saksi yang hadir berhak menerima:

l) salinan DPT;

2) salinan DPTb-l;

3) salinan Berita Acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil Penghitungan

Suara;

h. Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:

1) pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS;

2) pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;

3) penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemunguan dan Penghinmgan Suara

i. Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara Ketua KPPS:

l) memandu p€ngucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban

TPS;

2) membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara meliputi:

a) membuka kotak suara mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja

secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jurrlah setiap jenis

dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara

yang masih dalam keadaan disegel;

b) memperlihatkan kepada Pemilih dan saksi yang hadir batrwa kotak suara

benar-benar telah kosong menutup membali, mengunci kotak suara dan

meletakkannya di tempat yang telah ditentukan dan terlihat;

c) memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang

berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan

d) menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat Suara termasuk surat

suara cadangan sebanyak 2,5 vo (&a koma lima persen) dari j 'mlah Pemilih

yang tercantum dalam DPT serta menandatangani Surat Suara yang akan

digunakan.

3) memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:

a) jrrmlah Surat Suara yang diterima;

b) tata cara pemberian suara;
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c) tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPliPengawas TPS, Pemantau

Pemilihan atau wargamasyarakat/Pemilih;

d) tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;

j. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b) secara

benrlang-ulang selamapelaksanaan Pemungutan Suara;

k. Ketua KPPS memastikan Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS berada pada

tempat sesuai dengan fugasnya sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c dan huruf

l. Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada angka a huruf c angka 1) dibantu

oleh Angggota KPPS lainnya dan Petugas ketertiban TPS serta disaksikan oleh Saksi,

PPl/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan, warga masyarakat dan/ atau Pemilih;

m. Sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud

huruf h angka l), berbunyi sebagai berikut:
* Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS

dan Petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewefimg akan bekerja dengan sungguh-

sunggu[ jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Blor4 tegaknya demolrasi dan keadilarL serta mengutamakan kepentingan Negara

Kesatuan Republik lndonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".

n. Penjelasan Ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud huruf i angka 3)

huruf b) meliputi:

l) format/isi Surat Suara yang memuat nomor unrt, pas foto, dan nama Pasangan

Calon;

2) Pemilih memberikan suara di bilik suara;

3) tata cara p€mberian tanda pada Surat Suara;

4) dalam hal surat suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak alau pemilih

keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti

kepada Ketua KPPS, dan hanya berlaku untuk I (satu) kali penggantian;

5) pemberian tinta pada salah satu jari tangan pemilih hingga mengenai seluruh

bagian hrku setelah Pemilih memberikan suarq

6) Pemilih yang memberikan suara adalah pernilih yang fturmnya tercanhrm

dalam salinan DPT, DPTb-I, DPpll dan DpTb-2;

7) Pemilih yang terdaftar dalam Dprb-2 y a n g memberikan suara menggunakan

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor, atau Identitas lain memberikan

$u''.mya I (satu) iam sebelum waktu pemungutan Suara berakhir. Apabila surat
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Suara di rPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan rmtuk memberikan

suara di TPS terdekat;

8) kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip

urutan kehadiran Pemilih;

9) Larangan mengg.nakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di
bilik suara

o. Tata cara pemberian suara pada Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf n angka

3) ditetapkan sebagai berikut:

l) memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KppS;

2) pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;

3) menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;

4) pemberian suara pada Surat Suara dilalarkan dengan cara mencoblos I (satu)

kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.

3. Pemberian Suara

a. Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud huruf n , Ketua KPPS:

l) menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian

diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggrl;

2) memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran

Pemilih;

3) memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka

4) Mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat

perekam gambar lainnya ke bilik zuara.

b. Ketua KPPS wajib mendahulukan Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan

DPT dan DPTb-I.

c. Ketua KPPS dapat msaffiulrrkan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau

orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang sehanrsnya

mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.

d. Setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a angka

3), Pemilih wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan baik

atau tidak rusak.

e. Apabila pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos,

Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua I(PPS.

f. Ketua I(PPS wajib memhrikan Surat Strara Pengganti hanya I (satu) kali dan

mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara-

g. Pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-l sebagaimana dimaksud pada Bab III

angka I huruf d dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan IGrtu Tanda

Penduduh Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.

I
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h. Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat pemilih sebagaimana

pada huruf g, I (satu) jam sebelum waktu pemungutan Suara di TpS berakhir.
i. Pemilih sebagaimana dimaksud huruf g, memberikan s.ara di rpS sesuai dengan

alamat RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertem dalam Kartu Tanda

Penduduk, Kartu Keluargq Paspor atau Identitas Iain l (satu) iam sebelum wartu
Pemungutan Suara di TPS berakhir.

j. KPPS memberikan Surat Suara kepada pemilih sebagaimana dimaksud huruf i,
apabila Surat Suara masih tersedia

k. Dalam hal surat Suara di rPS sebagaimana dimaksud huruf i telah habis, pemilih yang

bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TpS lain yang terdekat.

l. Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a

angka 3), melakukan kegiatan :

I ) menuju bilik suara;

2) membuka Surat Surat lebarJebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan

sebelum dicoblos;

3) mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;

4) melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan Ketua KPPS

tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;

5) mernasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;

6) mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan

hingga mengenai seluruh bagian hku ssbelrrm ke luar TPS.

m. Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimena

dimaksud pada huruf l.

n. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf I berlaku bagi Pemilih tunanetr4

tunadaksq atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik

lain.

o. Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping.

p. Pendamping dapat berasal dari Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan

Pemilih yang bersangkutan.

q. Pemilih tunanetra dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanefta

yang disediakan.

r. Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf 11

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

l) bagi Pemilih yang tidak dapat berjalarl pendamping yang ditunjuk membantu

Pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan Surat Suara dilahrkan oleh

Pemilih sendiri; dan

2) bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetr4

pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak

Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS.
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s. Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud huruf r angka

1) dan 2) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkuta& dan menandatangani

suat pemyataan dengan menggrmakan formulir Model C3-KWK.

t. Pada pukul 13.00 waktu s€tempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang

diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sed"ng

menunggu giliran untuk memberikan suara.

u. Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud huruf

t, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara

telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat Penghitungan Suara di TPS.

BABV

PENGHITTJNGAI\I SUARA

A. KEGIATANPERSHPAI\

L Penyiapan Sarana dan Prasarana

a ttapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat setelah

waktu Pemungutan Suara selesai.

b. Sebelum rapat Penghitungan Suara di TPS dimulai Anggota I(PPS mengatur s:u:ur€r

dan prasarana yang diperlukan dalam Penghitmgan Suara-

c. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada hurufb meliputi:

l) pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, tennasuk menenhrkan

tempat untuk memasrmg forrnulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan

perolehan suara di TPS ukuran plano;

2) tempat duduk Saksi, PPUPengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemiliban, dan

masyarakat;

3) alat keperluan adminishasi;

4) formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

5) sampul kertas/kantong plastik pembungkus;

6) segel;

7) kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPS serta

kuncinya; dan

8) peralatan TPS lairmya-

d. Penempatan Saksi, PPUPengawas TPS, Pemilifu Pemantau dan masyarakat diatur

sebagai berikut:

l) Saksi dan PPL /Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS;

2) Pemilib Pernantau Pemilihen dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



2. Pencatatan Surat Suara

a setelah menyrapkan sarana dan prasarana, KPPS menuliskan di formulir sertifikat

hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, data sebagai berikut:

1) jr.nlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak

pilihnya;

2\ jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb-l dan yang menggunakan hak

pilihnya;

3) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan pppS * yang menggunakan hak

pilihnya;

4) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb-2 dan yang menggunakan hak

pilihnya;

5) jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan yang menggunakan hak pilihnya;

6) jumlah Surat Suara yang diterima terrnasuk Surat Suara cadangan;

7) jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru

dicoblos;

8) jumlah Surat Suara yang tidak digunakan;

9) jumlah surat suara yang digunakan.

b. Juntlah Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos,

Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara cadangan junlahnya harus sama

dengan junlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS.

c. Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos

sebagaimana dimaksud pada huruf b dib€ri tanda silang pada bagian Surat Suara yang

memuat tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat.

3. Pembagian Tugas

a Ketua KPPS mengahr pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suar4 sebagai berikut:

l) Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas:

a) memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;

b) membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan

kepada yang hadir tentang perolehan suara

2) Anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian

terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada

formulir Model C I -KWK Plano berhologram;

3) Anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua

KPPS;

24

e. sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur sedemikian rupa

sehingga mudah digunakan dan pelaksanaan rapat penghitungan suara dapar diikuti
oleh semua yang hadir dengan jelas.
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4) Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara sesuai

sura yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 25 (dtn
puluh lima) Surat Suara;

5) Petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan

di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya I (satu) orang berada di depan pintu

masuk TPS dan I (satu) oftmg di depan pintu keluar TpS.

b. Apabila jumlatr Anggota KPPS sebagaimana dimaksud huruf a kurang dari 7 (tujuh)

orang, pembagian tugas Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KppS.

B. PENGHITT,NGAI\I SUARA

1. Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara

selesai dilakukan.

2. Ketua KPPS mengumumkan batrwa rapat Penghitungan Suara dimulai.

3. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara :

a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;

b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;

c. menghitung jumlah Surat Strara dan memberitahukan jumtah tersebut kepada

yang hadir dan mencatat jumlatrnya;

d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah

Pemilih dari DPT, DPPh, DPTb-1 dan DPTb-2 yang menggunakan hak pilih

berdasarkan jumlah Surat Suara dalam kotak suara;

e. mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana

dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model CI-KWK.

4. Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada Ketua KPPS.

5. Ketua KPPS bertugas:

a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi,

PPl/Pengawas TPS, Anggota KPPS atau Pemilih/masyaxakat yang hadir dengan

ketentuan I (satu) Surat Suara dihitung I (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;

b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon

dengan stnra yang terdengarjelas .

6. Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat

penerangan cahaya cukup dan dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir

Model CI-KWK Plano berhologram yang ditempelkan pada papan yang telatr disediakan.

7. Sal$i, PPllPengawas TPS, dan Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Penghitungan

Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model CI-KWK Plano

berhologram.

8. Dokumentasi sebagaimana dimaksud angka 7 Mpatberupa foto atau video.

F
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9- Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam

fonnulir Model CI-KWK Plano berhologram yang ditempel pada papan dengan cara tally,
yaitu:

a. memberikan tanda berupa I (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap

hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut Gru);
b. memberikan tanda berupa I (satu) garis tegak setiap hitungan swra tidak sah

pada kolom jumlah suaxa tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar

memotong 4 (empat) garis tegaktersebut(m);

c. menghitung perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

d. menjumlahkan seluruh suara sah;

e. menjumlahkan seluruh suara tidak satr; dan

f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.

10. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS mengisi formulir Model CI-KWK dan lampiran

berhologram, serta salinan Model CI-KWK dan lampiran, berdasarkan formulir Model Cl-
KWK Plano berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada angka 9.

ll. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulirsebagaimanadimaksudpadaangka 10,

Ketua KPPS melakukan pembetulan.

12. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua)

garis horizontal.'

13. Pada angka atau kata yang dicoret dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.

14. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud

pada angka 13.

15. Pengisian formulir hanya dilalokan oleh Anggota KPPS.

16. Surat Suara untuk Pemilihandinyatakan satr, jika:

a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan

b. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah I (satu) Pasangan Calon

dalam Surat Suara.

17. Tanda coblos sebagaimana dimaksud angka 16 huruf b diatur sebagai berikut:

a. tanda coblos pada I (safu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau rurma

Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan satr untuk Pasangan Calon yang

bersangkutan;

b. tanda coblos lebih dari satu kali pada I (satu) kolom pasangan Calon yang memuat nomor

urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Caloru dinyatakan sah untuk Pasangan

Calon yang bersangkutan; atau

c. tanda coblos tepat pada garis I (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor

urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah unfuk Pasangan

Calon yang bersangkutan.

18. Setelah rapat Penghitungan Suar4 Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS Keenam dan

Ketujuh menyusun/menghitung dan memisahkan:

l-

.9
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a. Surat Suara yarng sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-

masing Pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas;

b. Surat Suara yang sudatr diperiksa dan $uranya dinyatakan tidak sah, diikat

dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.

19. Formulir Model C-KWK, Model CI-KWK berhologram dan lampiran berhologram

dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.

20. Sampul yang berisi formulir Model C-KWK, Model Cl- KWK berhologram dan lampiran

berhologram sebagaimana dimaksud angka 19 dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai batran

untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.

21. Sampul yang berisi salinan formulir Model C-KWK, Model CI-KWK dan lampirannya untuk

disampaikan kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten saksi pasangan calon" PPl/Pengawas

TPS dan tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.

22. Formulir Model C-KWK, Model CI-KWK dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam

angka 19 dan angka 21, ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (il;,a) orang

Anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.

23. Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud

angka 22, cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.

24. Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud angka 22 dan angka 23, dilakukan setelah

rapat Penghitungan Suara selesai.

C. PEI\TYELESAIAN I(EBERATAITI:

l. Saksi dan PPllPengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur

dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang

tidak sesuai dengan ketenfuan peratunut perundang-undangan.

2. Dalarn hal terdapat keberatan Saksi dan PPl/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan

prosedur danlatat mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model Cl- KWK dan

lampiran dengan Model CI-KWK Plano.

3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan PPl/Pengawas TPS sebagaimana

dimaksud pada angka I dapat diterima, KPPS seketika melalarkanpembetulan.

4. Pembetulan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar

5. Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan

sebagaimana yang dimaksud pada an$a 4-

6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana yang dimaksud

pada angka 4, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPl/Pengaw.ls TPS yang hadir.

7. KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPl/Pengawas TPS.

8. KpPS wajib mencatat keberatan saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada

formulir Model C2- KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS.

g. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-KWK

sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi'

F

i'-

I

a

i

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



Y 28

10. KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir

Model C2-KWK.

11. Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon, Saksi, PPl/Pengawas TPS, Pemantau

Pemilihan atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau PPl/Pengawas lPS terhadap

pelaksanaan Penghitungan Suara di PS, tidak menghalangi pelaksanaan rapat

Penghitungan Suara di TPS.

D. PENGUMT]MAN PERIIITUNGAI\i SUARA

l. KPPS mengumumkan salinan formulir Model CI-KWK dan lampirannya di TPS.

2. KPPS menyampaikan I (satu) rangkap salinan formulir Model CI-KWK dan

lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di desalkeluratran pada hari Pemungutan Suara.

3. KPPS menyampaikan I (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model CI-KWK

dan lampirannya kepada PPK dan KPU Kabupaten pada hari Pemungutan Suara melalui

PPS.

4. KPPS menyampaikan I (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK Model CI-KWK

dan lampirannya masing-masing kepada Saksi, dan PPl/Pengawas T?S pada hari

Pemungutan Suara.

5. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan

formulir Model C-KWK dan Model CI-KWK beserta lampirannya diseratrkan kepada

PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling lanrbat I (satu) hari sebelum rekapitulasi

Penghitungan Suara di PPK untuk desalkelurahan yang bersangkutan.

6. Saksi dan PPllPengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada

fomrulir Model Cl- KWK dan lampirannya dengan mencocokkan pada formulir

Model CI-KWK Plano berhologram.

7. Dalam hal KPPS tidak menyampaikan I (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK,

Model CI-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud angka 4 sarnpai batas waktu

yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalarn peraturan perundang-

undangan.

8. KPU Kabupaten memindai (scan) salinan formulir Model CI-KWK dan lampirannya

sebagaimana dimaksud pada angka 3.

9. KPPS wajib menyegel, menjagq mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat

Penghitungan Suara di TPS.

10. KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud angka 9 kepada PPK

melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang

berisi:

a) formulir Model C-KWK, Model CI-KWK berhologram dan lampiran berhologram,

serta Model CI-KWK Plano berholograrn yang telah diisi;

b) salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4- KWK), DPTb-l (Model

A.TbI-KWK) dan DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK);

Lt
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BABYI

PEMUNGUTAI\I SUARA ULAI\G DAI\ PENGIIITIJNGAI\I SUARA T]LAI\G

A. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

l. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang

mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara

tidak dapat dilakukan.

2. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas

Kecamatan terbukti terdapat I (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dar/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak

dilahrkan menunrt tata cara yang ditetapkan dalam peraturan penmdang-undangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih mernberi tanda khusus, menandatangani, atau

menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;

c. p€tugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih

5shingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;

d. lebih dari I (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari I (satu) kali pada

TPS yang sama atau TPS yang berHa; dan/atau
i-

F

c) fomrulir Model C2-KWK;

d) fonnulir Model C3-KWK;

e) formulir Model C5-KWK;

f) formulir Model C6-KWK;

C) formulirModel C7-KWK; dan

h) surat Suara sah dan tidak sah Surat S.ara tidak digunakan, dan s,rat Suara yang

rusak atau keliru dicoblos.

ll. Penyerahan kotak suara kepada ppS sebagaimana dimaksud pada angka l0 diawasi

oleh PPl-/Pengawas TPS.

12. KPU Kabupaten mengirimkan hasil pemindaian formulir Model G-KWK, Model cl-
KWK dan lampirannya kepada I(PU untuk diumumkan di laman KpU.

13. Pengiriman hasil pemindaian formulir sebagaimana dimaksud angka 12 dapat

menggunakan sarana teknologi inforrnasi berdasarkan hasil kajian KpU.

14. Dalam hal fonnulir hasil pemindaian tidak dapat dikirim dengan menggunakan teknologi

inforrnasi, KPU Kabupaten dapat mengirimkan secara manual dengan menggunakan

compact disk atau flashdisk.

15. KPU Kabupaten dapat melakukan tabulasi penghitungan suara sementara dengan

berpedoman pada hasil kajian I0U.
16. KPPS dilarang memberikan salinan Formulir Model cl-KWK dan lampirannya kepada

siapapun dar/ atau pihak manapun kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud angka I
sampai dengan angka 8.

t
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e. lebih dari I (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat

kesempatan memberikan suara pada TpS.

3. Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud angka 2

disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan paling lambat 2 (dua) hari setelah

Pemungutan Suara.

4. PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3

kepadaKPU Kabupaten.

5. KPU Kabupaten memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam rapat pleno KPU Kabupaten.

6. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan dalam Keputusan KPU

Kabupaten.

7. KPU Kabupaten menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada

KPPS melalui PPK dan PPS.

8. KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling larnbat 4 (empaQ

had setelah hari Pemungutan Suara.

9. KPU Kabupaten Blora menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk

hadir dao menyaksikan Pemungutan Suara Ulang di TPS.

10. Pemungutan Suara Ulang di TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.

ll.KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWKkepadapemilih yang terdaftar

dalam DpT, DpTb-l, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb-2 paling lambat I (satu) hari

sebelum Pemungutan SuaraUlang di TPS'

12. KPU Kabupaten menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan instansillembaga/

perusalraan atau kepala satuan pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada Pemilih

untukmenggunakanhakpilihnyadalamPemungutanSuaraUlanS.

13. Dalam Pemungutan suara ulang di TPS, tidak ditahftan pemutakhiran data pemilih'

14. Pemilih yang terdaftar datam salinan DPT, DPTb-1' DPPTL dan DPTb-2 di TPS yang

melaksanakan pemungutan suara rJlang, karena keadaan tertentu tidak dapat

menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut" dapat menggrrnakan hak pilihnya di TPS lain

yang juga melaksanakan Pemungutan Suara Ulang'

15. Keadaantertentu sebagaimana dimaksud angka 14' meliputi :

L. menjatankan tugas ditempat lain pada hari Pemungutan Suara;

b.menjalanirawatinapdirrrmahsakitataupuskesmasdankeluargayangmendampingl;

c.menjaditahanandirumahtahananataulembagapemasyarakatan;

d. tugasbelajar;

e. Pindah domisili; dan

f. tertimPabencanaalam'

16. Pemilih sebagaimana

PPS setemPat dan melaPorkan

dimaksud angka 14, meminta

kepindahannYa kePada PPS

formulir Model A5-KWK kePada

yang wilaYah kerjanYa

Pemungrran Suara tJlang'

TPS lainyangjuga melaksanakan

rl,-.=-
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17' st[at Suara untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar
yang diberi tanda khusus dan disimpan di KpU Kabupaten.

18' Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud angka 17

diatur lebih lanjut dengan Keputusan KpU Kabupaten .

19' Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud angka 17 tidak mencukupi untuk
melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS, KPU Kabupaten menetapkan jumlah
kekurangan Surat Suara.

20' KPU Kabupaten mencetak dan mendistribusikan penambatran Surat Suara sebagaimana

dimaksud angka 19.

2l' Fornulir Model C-KWK Model Cl-KwK dan lampirannya yang digunakan dalam
Pemungutan Suara Ulang dimasukkan ke dalam sarnpul dalam keadaan tersegel dan

dimasukkan ke dalam kotak suara.

22. Sampul sebagaimana dimaksud angka 2l harus disegel dan dimasukkan ke dalam kotak
suara.

23- Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis unt,k pemungutan

Suara Ulang di TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA ULANG

l. Penghitungan Suara ulang meliputi:

a. penghitungan ulang Surat Suara di TpS;

b. penghihrngan ulang Surat Suara di ppK.

2. Penghitungan suara ulang di rps dilakukan seketika apabila:

a. penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;

b. penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang

kurang mendapatpenerangancahaya;

c. penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurangjelas;

d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yangkurangjelas;

e. saksi Pasangan Calon, PPllPengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat

menyaksikan proses penghitungan Suara secarajelas;

f. penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan;

dan/atau

g- terjadi ketidakkonsistenan dalam menenhrkan Surat Suara yang sah dan Sgrat Strara

yang tidak satr.

3. Dalam hal terjdi keadaan sebagaimana dimaksud angka 2, Saksi, PPl/Pengawas TpS dapat

mengusulkan penghitungan ulang Surat suara di TPS yang bersangkutan.

4. Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana

dimaksud pada angka 3, Saksi atau PPl/Pengawas TPS dapat mengusulkan

penghitungan ulang Surat Suara di PPK.

!
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5. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPK harus dilaksanakan dan selesai pada hari

yang sama dengan hari pemungutan suara.

6. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk

Penghitungan Suara ulang di TPS.

C. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASCA

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

l. Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Dalam pelaksanaan Pemtrngutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,

KPU Kabupaten:

l) menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang tahapan, progftrm

dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memperhatikan

tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;

2) merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.

b. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud angka I huruf q paling kurang

menetapkan jadwal:

l) pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru" dan

pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan

Suara Ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;

2) penyampaian fonnulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam

DPT, DPTb-1, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb-2 untuk TPS yang

bersangkutan;

3) pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan

Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS,

PPK dan KPU Kabupaten Blora;

4) petaksanaan hari Pemungutan Suara U*g;
5) pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten;

6) penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang kepada Mahkamah

Konstitusi dan KPU;

c. Dalam hal KPU Kabupaten melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, KPU Kabupaten

menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud angka 2, kepada:

l) KPU;

2) KPU Provinsi;

3) Mahkamatr Konstitusi;

4) Bawaslu Provinsi; danlatat

5) Panwas Kabupaten.

d. KPU Kabupaten dalam menyampaikan Keputusan kepada KPU sebagaimana

dimaksud angka 3, dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang

t

t
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memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang

di TPS.

e. Pemungutan Suara Ulang di TPS sebagaimana dimaksud angka l, dilaksanakan pada

hari kerja atau hari libur.

f. KPU Kabupaten memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembag4 perusahaan atau

kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih menggunakan

hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang.

g. KPU Kabupaten menyarnpaikan pemintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk

hadfu dan menyaksikan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Matlkamah Konstitusi

di KPU Kabupaten.

h. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar

dalam DPT, DPTb-I, DPPh, dan DPTb-2 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum

Pemungutan Suara Ulang di TPS.

i. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.

j. Forrrulir Model C KWK Model Cl KWK dan lampiran yang digunakan dalam

Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Matrkamah Konstitusi, dimastrkkan ke dalam

kotak suara.

k. Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 10, ditempel label

dengan tulisan'?emungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" dan

disegel.

2. Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamatt

Konstitusi

a Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang di TPS pasca Putusan Mahkamalt

Konstitusi, KPU Kabupaten :

l) menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang jadwal pelaksanaan

Penghitungan Suara Ulang di TPS pasca putusan Matrkamah Konstitusi, dengan

tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan

Mahkamah Konstitusi;

2) merencanakan kebututran anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang di

TPS pasca putusan Matrkamatr Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU.

b. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka l, paling kurang

menetapkan jadwal:

l) pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi barq dan

pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di

TPS pasca putusan Matrkarnah Konstitusi;

t
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2) pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil

Penghitungan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan

KPU Kabupaten;

3) pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara Ulang pasca Putusan Matrkamah

Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Ulang pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi oleh PPK dan KPU Kabupaten;

4) pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang pasca Putusan Mahkarnah Konstitusi

dilahrkan oleh KPPS, sedangkan pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan

Suara Ulang pasca Futusan Mahkamah Konstitusidilalnrkan oleh PPK dan KPU

Kabupaten;

5) penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang kepada Mahkamatr

Konstitusi, KPU Provinsi dan KPU.

c. Dalam hat KPU Kabupaten melaksanakan Penghitungan Suara Ulang, KPU Kabupaten

menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud angka l, kepada:

1) KPU;

2) KPU Provinsi;

3) Mahkamah Konstitusi;

4) Bawaslu Provinsi; dan

5) Panwas Kabupaten.

d. KPU Kabupaten menyampaikan Keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud angka

3 dilampiri dengan putusan Matrkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU

Kabupaten untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS.

e. KPU Kabupaten mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara

Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten.

f. KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir

dan menyaksikan Penghitungan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di

KPU Kabupaten.

g. Ketentuan tata cara pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis

untuk Penghitungan Strara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB VII

PEMUNGUTAIT SUARA LANJUTAI\I ATAU SUSULAI\I

l. Dalam hal di sebagian atau seltrruh wilayah daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Blora Tahun 2015 terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan

lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara

tidak dapat dilaksanakan, dilalrukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Lanjutan.

a
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2. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Lanjutan sebagaimana dimaksud

pada angka I dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti.

3. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Blora Tahun 2015 terjadi kerusuhan, gangguan kearnanan, bencana alam, atau gangguan

.gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan

Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan danlatau Penghitungan Suara

Susulan.

4. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Susulan sebagaimana dimaksud

pada angka 3 dilakukan untuk seluruh tahapan Pemungutan dar/atau Penghitungan Suara.

5. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Lanjutan atau Susulan sebagaimana dimaksud

dalam angka I atau angka 3 dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan.

6. Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara dilakukan

oleh:

a KPU Kabupaten atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemmgutan dar/atau

Penghitungan Suara meliputi I (satu) atau beberapa desa atau kelurahan;

b. KPU Kabupaten atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau

Penghitmgan Suara meliputi I (satu) atau beberapa kecamatan;

7. Pemungutan dan/atau penghitungan Suara Lanjutan atau Susulan sebagaimana dimaksud

dalam angka 5 dilaksanakan paling lambat l0 (sepuluh) hari set€lah hari Pemungutan Suara.

8. Dalam hal Pemungutan darlatau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan di 40%

(empat puluh persen) jumlah kecamatan atat 50o/o (lima puluh persen) dari jurrlah Pemilih

terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan penundaan

Pemungutan dan/atau Penghitrmgan Suara Lanjutan atau Susulan dilalokan oleh Gubemur

atas usul KPU Kabupaten

9. Dalam hal dilah*an penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada angka 8, I(PU Kabupaten menjadwalkan kembali Pemungutan dar/atau

Penghitungan Suara Pemilihan.

BAB VIII
KETENTUA}{ LAIN

l. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas, keluarga pasien rawat

inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau Puskesmas yang karena tugas dan

pekerjaannya tidak dapat memb€rikan suara di TPS asal, dapat memhikan suara di TPS yang

berdekatan dengan rumah sakit atau Puskesmas.

2. Pemilih sebagaimana dimaksud anska I menggunakan hak Pilihnya dengan menggunakaa

Formulir Model AS-KWK.

3. Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS

terdekat, p€layanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

I
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a. KPU Kabupaten dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumatr

sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan pemilih yang akan menggunakan hak

pilih di rumatr sakit atau puskesmas paling lambat 3 (iga) hari sebelum hari pemungutan

suara;

b. KPU Kabupaten menugaskan PPKIPPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani

pemilih sebagaimana dimaksud diatas dengan mempertimbangkan jumlah pemilih yang

akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara;

c. KPU Kabupaten memberikan formulir Model A.S-KWK kepada pemilih sebagaimana

dimaksud pada huruf a paling lambat I (satu) hari sebelum pemungutan sura.

4. Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b, Ketua KPPS

menugaskan Anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL/

Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan pemungutan suara untuk

melaksanakan Pemungutan Suara dengan cara mendatangi tempat Pemilih yang

bersangkutan di rumah sakit atau Puskesmas, dengan ketentuan:

a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00

sampai dengan selesai;

b. petugas KPPS mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima model

A.5-KWK dari pemilih;

c. Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan

pilihan Pemilih yang bersangkutan;

d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada angka 3

huruf a, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.

5. I(PU Kabupaten dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumatr tahanan

negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga

pemasyarakatan atau rumatr tatranan negaxq serta pefugas atau karyawan lembaga

pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

6. Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penatranan di Kepolisian Sektor,

Kepolisian Resor/I(epolisian Resor Kotq dan Kejaksaan,2 (fua) oftmg Anggota KPPS pada

TPS yang terdekat dengan tempat penalranan pemilih tersebut mendatangi tempat penatranan

setelah memeroleh ijin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/I(epolisian

Resor Kota dan Kepala Kejaksaan.

7. Pemilih tunaneha dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu tunaneha

yang disediakan oleh KPU Kabupaten.

8. Alat bantu tunanefia sebagaimana dimaksud angka 7, berupa Template Surat Strara.

9. Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara pemilih yang

keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak dan untuk pemilihtambahan.

10. Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih

tersedia.

a
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t

I l. Penggunaan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud angka 9 dan angka l0 dicatat dalam

berita acara

BAB IX

PENUTUP

Pedoman pemungutan dan penghitungan suara ini merupakan panduan bagi

penyelenggara pemilihan pada semua tingkatan dan pihak terkait yang berkepentingan di

berbagai tingkatan di seluruh Kabupaten Blora

,
!

t
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

TEN BLORA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ttd

ARIFIN

il I

a
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LAMPIRAN : II
KEPUTUS$I KOMISI PEIVIILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA NOMOR : 49 /Kpts/KPU-
Kab-01232949212015 TENTANG PEDOMAN
TEKMS PEMT]NGUTAI\ DAN PENGHITT]NGAN
SUARA PEIVIILIHAN BT]PATI DAI\I WAKIL
BUPATI BLORA TAHT]N 2015

FORMT]LIR.FORMULIR YAI\IG DIGT]NAKAN DALAM PELAKSANAAIT
PEMT]NGUTAN DAI\I PENGIIITT]NGATI SUARA DI TPS DALAM

PEI\TYELENGGARAA.I\I PEMILIHAN BUPATI DAI\ WAKIL BUPATI BLORA
TAHT,N 2015

No Kode Nama

Model C

I Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TPS;

2. Model CI-I(WK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS

J lampiran Model CI-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.

4 Model CI-KWK
berhologram

Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS

5 Model C2-I(WK Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi

Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

di TPS

6. Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendarnping Pemilih

7 Model C4-I(WK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan

Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada

PPS

8. Model CS-I(WK Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Rincian

Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan

PPL/ Pengawas TPS.

9 Model C6-KWK Surat Pemberitatruan Pemungutan Suara kepada Pemilih;

Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS

Model A

il Model A.3-I(WK Daftar Pemilih TetaP

t2. Model A.4-I(WK Daftar Pemilih Pindahan

I

!

,
a
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I 13. ModeI A.5.KWK Surat Keterangan Pindatr Memilih di TPS lain;

14. Model A.TbI-KWK

Tambahan;

Mencatat rutma-nama terdaftaryang dalam
Daftar Pemilih Tetap

15. Model A.Tb2-KWK

Identitas Lain

Mencatat nama-ftrma pemilih yang hakmenggunakan
pilihnya dengan Karhlmenggunakan Tanda Penduduk,
KarfiI Keluarga, dan/atauPaspor,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ARIF'IN

nd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

TEN BLORA

t

a

Pemilih

a

a
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BEzuTA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARADI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2015

Nomor..... Desa/Kelurahan") : ........

MODEL
C-KWK

I

Pada hari irri tanggal bulan tahunKelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan RapatPemungutan dan Penghitungan Suara aaUr Pemililian Rupati dan wakil Bupal, yang dihadirioleh Saksi dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPl)/Pengarri'as TpS, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara iTpS)
Kecamatan
Kabupaten
ftrovinsi

5

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KppS dimulai pukul
O7.OO waktu setempat dan berakhir pada pukul 13--Oo-rvalctu setempat dengan melakukan
kegiatan :

1. Mengumumkan DPT dan DPTb-1 serta mernberikan salinannya kepada Saksi dan
PPL/Pengawas TPS yang hadir.

2. Pengucapan sumpah/janji Anggota Kpps, dipandu oleh Kctua Kpps.
3. h{embuka kotak slra-ra dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumiah dokumen serta peralatan pemungutan

dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemiiih merrgenai proses dan tata cara plmberian suara cli

TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul i3.OO waktu setempat dengan melakukan kegiatan :
1. Menghitung dan mencatat jumiah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan

DPT, DPlb-1, DPPh, dan DPTb-2.
2. Menghitung clan mencatat jumlah surat suara yang digunakan, tidak digunakan dan rusak

atau keliru coblos.
3. Menghitung dan merrcatat sltara sah seluruh pasangan calon serta menghitung dan

mencatat suara tidak sah.
4' Menghitung dan mencatat jumlah pemilih dan pengguaa hak pilih d.isabilitas/ penyand.ang

cacat.
5. Mencatat kejadran khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Mod.el

C2-KWK.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNG I]TAN SUARA
e 4 5.

SAKSI CALON
I 2.

Nama Saksi: Narna Saksi:...

1

L

z 6 7

t

*) Coret yang tidak perlu
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tio. URAiANi PE}itsMPUAN JUMt,AH

DATA PEM]I.ii{

i. !,eailih terdeFE d*IN Oaftil' Pmilih 'fetap iDi-lJ

2- Peeilih te.dal'tr drle i)attar Peeilih 1tbp 'l'Mb&\a-r iDl'fb-l!

3, Pffiiiih teEizlw aerqn Dal'ta| i.eBilih Iriedsl}e {}PPhi

4. Peolih LblE P@ilii T@tahd 2 IDPTb ?i/pe:rg!{w KTP a&u
idedtiBs kqr€ndEriuka laisya \

5. Jurlah Pe6ilih (i+z+J++.f
I

B. I'EIiC]CUNA IIdIi I'iLIH

1. Peqgguna h6k pilii dala* Llafta ltm-iih Tetap iDl,l}

Pc.gura bak }Oih daie i)*ftd F@itft Tttap Tsmbahe- 1 tDpTb_ I )

Pengtryrm hak pilih {l&lae l}a{tr pemih}r pl*da}en {DFph)

PenR+ina ial: Ailih daian Oailar i'(milii! Tafi?rahd-2 {cwb-2"1
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3 srrrat i*u& iag t.*lak digtmakan

*rat suaro yaag digunakail

NO-
LrR{L{tt

JI.'MI,AH

1 Sua.a Sah Sriuruh Caiod

SrJrira Td.lk Sai

Sqea S.rr da Tidak Snll {i+2,

*) (loret \.ang tidak perlu

: ........-.

I<ELO!fiP(}t( PEIYYELEICGGARA

SAI<SI

'2.

N:rurzr

Anggot:r

N:rru:r S:rksi
-+

S;rksi

)

I

I
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Kecamatan
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MODEL
C2-KWK

t

L

CATATAN KE.IADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN

PEMUNGU?AN DAN PENGHiTUNGAN SUARA
DI T'EMPAT PEMUNGUTAN STIARA DATAM PEMiLIHAN

BUPATI DAN IVAKIL BUPATI

Tempat Pemungutan Suara {TPSi

Kecamatan

Frovinsi

: Ncmor........,.... .. Desa/Keiurahan n)

" Kabupaten

Kejadian khusus dan/atar"r pernyataan keberatan oieh Saksi sebagai berikut n*) :

t '.......'

,
-b

(

SAKSI YANG MENGAJUTL{N
KEBERATAN

KPPS,
KETUA

-

I

*i Coret yang tidak Perlu

Ketereurgirn:
i. Kejaclian Khusus dicatat rjan dirandatangani oleh Ketua KPPS;

2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, riicatat dan ditan<Iatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPPS

pada hari Pemungutan suara.

D
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!E

MODEL
C3-KWK

I
SURAT PERNYATAAN PENDAMPING trEMILIH

Yang bertaurda ta-rrgan di hawah ini :

Nama

Tanggal/ Bulan /Tahun Lahir

Alamat

Atas permintaan pemilih

Narna

Ncmcr Urut DPT/DPTb- 1 /DPP&/DPIb-2 *i

DesalKehirahan *)

Menyatakan bersedia membanhr mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang
bersangkutan.

.a

n Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian
-b 

hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui
Ketua Kelompok Penyelen ggare_

Pemungutan Suara
Yang hlembuat Pernyataan

Keterangan :

*) Coret yang tidak Perlu.

a

!

I

It )
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t Z

iia ni^i^i n,TJL,r iariillivI(Jt.lcl f1. r u^d, -Il. vv -t\ -ilaitar Pemiiih T'ai.-bahan-Z {DPfb-2i bagi pemilih yang
mernberikan hak pilih di TPS rnengguaakan KTP atau
identitas kependuciukan lairxr-ya.

E. Surat suai'a y"arlg cliguaakan, su.rat suara tidak digur-rakan, da:r surat suara rusaklkeliru
Itarrlrllrls

C. Formuiir sebaeaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana clirnaksud pada
L,,.-,{ I= ^^<4.*.Lri.-ra jr, surca alat keiengkapan TPS dan keiengkapan ariministrasi r{imasukkan ke datam
l-^+^I-i{ora-ie siiaia- dalam kea-d-*-an ter,tegel i;ntuk d-iterri-ckai'i kepada PPK sebagai batran
rekapit';lasi hasil pen$itungan perolehan suara tin$-at kecamatan.

t

\/A Nri I\,E.I\TVF"P A IJI{ A N

l\E LiJMt-Lrt\ t-[t\ Y f,Lr,l\(:rtrA.t(-{
PEMUNGUTAI\T SUARA

VANlA l\/TE'NTI]PIf,lrA

lrrt AIt'l:lh rrLiial rAlrrr,r,lAAi \il liUA
I faJ'\lIafr .t lf.lur!l\l\J lrtlrr !)L/,I-l-l\fl,

i{atra i,cngkap i.[ama knskao

*'l flnrct riraris iidek nerhr'

t,f ^+ ^-^^ -^- .!\ct.cl irlr}<drl

Fcrrnuiir C4-KWK dibuat sebanyak 2 {dua} rangkap, 1 {satu} rangkap untuk arsip KPPS

I

t
I

a

J
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Bersama ini disampaikan

penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS)

MODEL
C4-KWK

SURAT PENGANTRR

Kepada

Yth. Ketua PPS

di

dalam pelaksanaan pemungutan suara dan

-...... Desa/Kelurahan *) :

Perilial Penyarnpaian Rerita Acara
Pemun.gutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS

J

dokumen

Ncmor ...

{

,
L

I

Kecamatan Kabupaten

Provinsi

Dokumen dalarn pelaksanaan pemungutan $uara dan pengfritungan suara di tempat
pemungutall suara, terdiri dari :

A.
t Model C-I$,'K Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

Mociel CI-KWK
Berhoiogram

Serti{ikat Hasil Penghitungan Peroleha:r Suara di TPS

Lampiran Model Cl-
KV/K Berhologram

Rincian Hasil
Pasangan Caloa

Penghitungan Perolehan Suara Sah

2 Modei CI-KWI( Plana
Berhologram

Catatan Hasii Per:ghitungan Perolehan Suara di TPS

J Moelel Cz-Ifitr/'K Catatan Kejad.ian Khusus dan/atnu Keberatan Saksi daiam
Pelaksanaan Pemungutafl dan Penghitungan Suara di TPS.

i+ Model C3-KWK

Model CS-KWK5
Tanda Terima Penyampaian $alinan Model CI-KWK dan
lampirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL.

6 Modei C6-K1*X Surat Pemberita.huan Pemungrrtan Suara kepada Pemilih.

7 Model CT-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS

8 Model A3-!ilF/K Salinan Daftar Pemilih Tetap {DPT}.

&{odelA4-KWK Salinan Daltar Pemilih Pindahan (DPPh).

1r)L\J S{odelAS-K\,VK Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS iain

11 Motlel A.Tbl-KWK Salinan Daftar Pemiiih Tetap Tarnbahan-1 {DPTb-1).

Surat Pernyataan Pendamping Pernilih.

l
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E

* Qrlr., .a

-.th+.

TANDA TERII\,TA PENYAMPAL{N SERTIFIKAT }IASIL
DAI\' RINCIAN PENGHITLINGAN

PEP.OLEHAN SUARA Di TPS DALAM
PEMILIF{,q,N BUPA?I DA}i IVAKIL BUPATT

: Nomor

MODEL
C5-KWK

o

TPS
DESA / KELURAHAN *}

KECAh&ATAN
KABUPATEN/KOTA *)

; PRO-I/INSI

i

t

a

Yang Menyerahkari
Ketua KPPS

Keterangan:
") Coret yang tidak Perlu

No Nama Saksi Calon I PPL Tanda tangan

1t Narua Cafon

) Nama Calon

n.) PPL i PengarvasTPS

a

(. ,.}
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T
SURAT PEMBERITAHUAN

PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH

MODEL
C6-KWK

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS)mengundang Saudarayi (Li P *) No. Llrut dalam DpT/DpTb-1NIKildentitas lain
, Wakii Bupati yang akan diiaksanakan parla

I
H a r i/Tanggal
Pukul
Tempat Pemungutan Suara (TpS)

Alamat

memberikan suara pada pemilihan Bupati dan

i

t

KELOMPOK PE}IYEI,ENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

KETUA

Catatan :

-surat Pemberitahuan ini agar diban'a pada saat pemungutan suara.
-Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.
l( ---- -- ---- gtmting disini--------

Yang menyerahkan Yang Menerima Nama Pemilih
No. DPT/DPTb- {L/P.l

1

Diterima Tg1. .........

Nama Jelas FJarna Jelas

- Coblos pada nomor urut atau foto
atau nama Calon

SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGU]'AN SUARA

KEPADA PEMILIH

MODEL
C6-KWK

r
Bersama ini diberitahukan hahwa

mengundang Saudara/i ..............
NlK/IClentitas lain

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KppS)
(L/P *) No. Lrrut dalarn DpT/DpTb-l ") :

untuk memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan

N

Wakil Bupati yang akan dilaksanakan pada

H a r ilTanggal
Pukul
Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Alamat

../...........
07.OO s/d 13.0O

Nomor Desa/ Kelurahan......

20L4

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SIJARA

KETTIA

.)

Catatan :

-Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.
-Pemilih penyandangcacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.x
---- Yang menyerahkan Yang Menerima Nama Pemiiih

No. DPT/Dptb-
DiterimaTgl...

(LIP"I

(.

. Coblos pada nomor urut atau foto
atau nama Calon

l

Narna Jelas Nama Jelas

1

l

.) (. .i

i

(..

{.

.) (. ..)

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS
PEMILIHAN BUPATI DAN U/AKIL BUPATi BLORA

TAHTIIS 2015

MODEL
C7-K\AIK

Halaman 1

r. Nomor TPS

1 Kelurahan/Desa
A

Keca.matan

Kabupaten

Provinsi

No Urut Jenis keiamin1No
DPT DPrb- I DPPh DPrrb-2 LK Fr Nama Keterangan**)

I

.

L

It
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MODEL C7-KWK
Halaman 2

rNr No Urut Jenis kelamin
DPT DPTb- 1 DPPh DPTb-2 LK Pr Nama Keterangan**)

,,

Coret yang tidak perlu.
**) Kolom keterangan diisi antara lain dengan :

1 . Pemilih disabilitaslpenyandang cacat.
2. Pemilih yang pindah memilih dari Kabupaten/Kota

yang berbeda dalam satu wilayah ltovinsi apabila terjadi dua pemilihan.

a

,
t

\

',\

t
t

t
I

L

I
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